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PENETAPAN
Nomor 583/Pdt.P/2024/PN Shy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan
memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan
sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

HM. SUNARTO /M SHOLAHUDDIN, Tempat/Tanggal Lahir: Gresik, 30 Juni
1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara:
Indonesia, Alamat: Dupak Bangunsari Nop. 49 RT/007 RW/004
Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya,
Pekerjaan: Wiraswasta, NIK: 3578153006650077, dalam hal ini
Pemohon diwakilkan Kuasanya yang bernama Asman Afif Ramadhan,
S.E., S.H., Bob S Kudmasa, S.H., M.H., Dimas Tri Tunggal Wardhana
S, S.H., Anindya Pramono S.H., M.H., Fery Budi Utomo, S.H., Para
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AA Law Office
yang beralamat di Wisma SIER Building 4™ Floor Jalan Rungkut
Industri Raya No. 10 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 07 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai........ Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Surabaya Nomor: 583/Pdt.P/2024/PN. Sbhy, tanggal 14 Maret 2024

tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim Nomor: 583/Pdt.P/2024/PN.

Shy, tanggal 14 Maret 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas permohonan Pemohon
serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Kuasa

Pemohon di persidangan;
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TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 10 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor

583/Pdt P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sejatinya Pemohon bernama Sunarto Bin Munandar yang
dilahirkan di Gresik, pada tanggal 30 Juni 1965, dengan nama orang tua
laki-laki (Bapak) bernama Munandar dan orang tua perempuan (ibu)
bernama Seniti (almarhumah) sesuai Surat Kenal Lahir No
474.1/9333/SKLU/Pri/402.93/1992 yang dikeluarkan Kantor Pembantu
Walikotamadya Wilayah Surabaya Utara.

2.  Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu KTP,
Passpor, Kartu Keluarga dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 316 terdapat
ketidaksamaan/berbeda yang mengakibatkan Pemohon menjadi kesulitan
untuk melakukan pengurusan kepentingan yang bersifat administrasi.

3. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian
hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KTP (tercatat bernama HM.
Sunarto / M Sholahuddin), Passpor (tercatat bernama Sunarto Munandar),
Kartu Keluarga (tercatat bernama HM. Sunarto / M Sholahuddin) dan
Sertifikat Hak Milik (tercatat bernama HM. Sunarto / M Sholahuddin) maka
pemohon izin untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Sunarto
Munandar, dan HM. Sunarto / M Sholahuddin adalah satu orang yang
sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang
adalah Sunarto sesuai yang tertera dalam Surat Kenal Lahir No :
474.1/9333/SKLU/Pri/402.93/1992.

4. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.
23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus

ijin dari Pengadilan Negeri.
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Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon berkenan Majelis yang mulia

memberikan putusan/penetapan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2.  Menetapkan bahwa orang yang bernama HM. Sunarto disebut juga M
Sholahuddin, disebut juga Sunarto Munandar disebut juga Muhammad
Sunarto disebut juga Muhammad Sholahuddin adalah satu orang yang
sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipergunakan sekarang
adalah Sunarto sesuai Surat Kenal Lahir No : 474.1/9333/SKLU/Pri/
402.93/1992.

3. Membebankan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada
Pemohon.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang Kuasanya yang bernama Asman Afif Ramadhan, S.E., S.H.
menghadap di muka persidangan, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan
surat permohonannya dan Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa
Pemohon mengajukan bukti surat secara E-Litigasi sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HM. SUNARTO / M.
SHOLAHUDDIN, diberi tanda bukti..............ccciereiiiiiniiiiiiee e P-1,
2. Fotocopy Surat Kenal Lahir No: 474.1/9333/SKLU/Pri/402.93/1992
SUNARTO, Kantor Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Utara,
diberi tanda DUKL...........eiiiiiieiicce e e P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah KUA No. 353/34/VI111/1985, Kec. Kedamaian,

Kab. Gresik, Pernikahan SUNARTO DAN LILIS, diberi tanda bukti.......P-3;
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4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 358150301084705, Kepala Keluarga HM.

SUNARTO / M. SHOLAHUDDIN, diberi tanda bukti..............ccccoocuvveeenne. P-4;

6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.316, Desa Domas, Kec. Menganti, Kb.

Gresik atas nama HM. SUNARTO disebut juga M. SHOLAHUDDIN, juga

disebut Muhammad Sholahuddin, diberi tanda bukti...........c..ccvvveeerennee. P-
6;
7. Fotocopy Pasport “SUNARTO MUNANDAR?”, diberi tanda bukti............ P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan surat aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan,
kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya
dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juwani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
- Bahwa saksi hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa nama asli dan juga nama lahir Pemohon adalah Sunarto Bin

Munandar;

- Bahwa Pemohon lahir di Gresik, pada tanggal 30 Juni 1965;

- Bahwa nama orang tua laki-laki (Bapak) bernama Munandar dan orang
tua perempuan (ibu) bernama Seniti (almarhumabh);

- Bahwa nama Pemohon berubah setelah naik haiji;

- Bahwa nama Pemohon setelah naik haji namanya ditambah

Sholahuddin;
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- Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu KTP,
Passpor, Kartu Keluarga dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 316
terdapat ketidaksamaan/berbeda;

- Bahwa di KTP (tercatat bernama HM. Sunarto / M Sholahuddin),
Passpor (tercatat bernama Sunarto Munandar), Kartu Keluarga (tercatat
bernama HM. Sunarto / M Sholahuddin) dan Sertifikat Hak Milik (tercatat
bernama HM. Sunarto / M Sholahuddin);

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah
mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan bahwa orang
yang bernama HM. Sunarto disebut juga M Sholahuddin, disebut juga
Sunarto Munandar disebut juga Muhammad Sunarto disebut juga
Muhammad Sholahuddin adalah satu orang yang sama yakni Pemohon,
dan nama yang benar yang dipergunakan sekarang adalah Sunarto
sesuai Surat Kenal Lahir No : 474.1/9333/SKLU/Pri/ 402.93/1992.;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan
tidak keberatan;
2. Saksi Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
- Bahwa saksi hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipatr;

- Bahwa nama asli dan juga nama lahir Pemohon adalah Sunarto Bin
Munandar;

- Bahwa Pemohon lahir di Gresik, pada tanggal 30 Juni 1965;

- Bahwa nama orang tua laki-laki (Bapak) bernama Munandar dan orang
tua perempuan (ibu) bernama Seniti (almarhumabh);

- Bahwa nama Pemohon berubah setelah naik haiji;
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- Bahwa nama Pemohon setelah naik haji namanya ditambah
Sholahuddin;

- Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu KTP,
Passpor, Kartu Keluarga dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 316
terdapat ketidaksamaan/berbeda;

- Bahwa di KTP (tercatat bernama HM. Sunarto / M Sholahuddin),
Passpor (tercatat bernama Sunarto Munandar), Kartu Keluarga (tercatat
bernama HM. Sunarto / M Sholahuddin) dan Sertifikat Hak Milik (tercatat
bernama HM. Sunarto / M Sholahuddin);

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah
mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan bahwa orang
yang bernama HM. Sunarto disebut juga M Sholahuddin, disebut juga
Sunarto Munandar disebut juga Muhammad Sunarto disebut juga
Muhammad Sholahuddin adalah satu orang yang sama yakni Pemohon,
dan nama yang benar yang dipergunakan sekarang adalah Sunarto
sesuai Surat Kenal Lahir No : 474.1/9333/SKLU/Pri/ 402.93/1992.;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan
tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak
mengajukan sesuatu lagi dan mohon untuk diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
segala sesuatu terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara
sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon

persamaan nama Pemohon;
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Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut,
Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang yang
bernama saksi Juwani dan saksi Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon cukup beralasan
sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan
keterangan saksi-saksi diatas serta keterangan dari Pemohon telah diperoleh
fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa terdapat perbedaan nama dalam dokumen Pemohon seperti pada :
KTP (tercatat bernama HM. Sunarto / M Sholahuddin), Kartu Keluarga
(tercatat bernama HM. Sunarto / M Sholahuddin), Passpor (tercatat bernama
Sunarto Munandar), Sertifikat Hak Milik (tercatat bernama HM. Sunarto / M
Sholahuddin);

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengabulkan
permohonan Pemohon serta menetapkan bahwa orang yang bernama HM.
Sunarto disebut juga M Sholahuddin, disebut juga Sunarto Munandar disebut
juga Muhammad Sunarto disebut juga Muhammad Sholahuddin adalah satu
orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipergunakan
sekarang adalah Sunarto sesuai Surat Kenal Lahir No : 474.1/9333/SKLU/Pri/
402.93/1992.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata
benar bahwa orang yang bernama HM. Sunarto disebut juga M Sholahuddin,
disebut juga Sunarto Munandar disebut juga Muhammad Sunarto disebut juga
Muhammad Sholahuddin adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan
nama yang benar yang dipergunakan sekarang adalah Sunarto sesuai Surat

Kenal Lahir No : 474.1/9333/SKLU/Pri/ 402.93/1992.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon
cukup beralasan menurut hukum dan tidak pula bertentangan dengan peraturan
perundangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada
Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menetapkan bahwa orang yang bernama HM. Sunarto disebut juga M
Sholahuddin, disebut juga Sunarto Munandar disebut juga Muhammad
Sunarto disebut juga Muhammad Sholahuddin adalah satu orang yang
sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipergunakan sekarang
adalah Sunarto sesuai Surat Kenal Lahir No : 474.1/9333/SKLU/Pri/
402.93/1992.

3.  Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan tersebut ditetapkan dan diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal
26 Maret 2024, oleh Erintuah Damanik, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH.
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Surabaya serta disampaikan pada
hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Pemohon melalui prosedur e-litigasi
yang terdaftar melalui email ramadhon.law@gmail.com;

Panitera Pengganti, Hakim,

TTD TTD
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Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H. Erintuah Damanik, SH. MH

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran ............ : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara) ....... : Rp 60.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan................. : Rp 10.000,00;
4. Biaya Redaksi .......ccccccooviuurnnnnnn. : Rp 10.000,00;
5. Biaya Materai .......c.cccccovcuvvieeeennnn. : Rp 10.000,00;

Jumlah :  Rp 120.000,00;

(seratus dua puluh ribu njpiah)
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



